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RINGKASAN

 Kasus Perceraian dari waktu ke waktu tampaknya terus meningkat.
Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak lagi berarti. Perceraian
terkadang tidak bisa dihindari :arena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami
istri, jika tetap dipaksakan dalam perkawinan maka akan dapat merusak semua
pihak baik pihak istri maupun suami. Salah satu alasan perceraian yang kerap kali
terjadi dan sering diajukan oleh pihak istri adalah syigag, vaitu perselisihan,
percekcokan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami
istri. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya
perselisthan dan pertengkaran terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompiiasi Hukum Islam),
maka agar Majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap
tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan itu, untuk dijadikan sebagai bahan
dalam upaya mendamaikan, undang-undangpun memerintahkan agar
menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu untuk
didengarkan keterangannva (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975). Bahkan untuk perkara syigag Majelis Hakim dapat menunjuk
keluarga kedua belah pihak untuk diangkat sebagai hakam, hakam inilah vang
secara intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak vang hastinya
kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim (Pasal 76 avat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989).

[ssue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA SYIQAQ (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
997/Pdt.G/2003/PA.Jr)”. Untuk itu dalam skripsi masalah yang hendak dibahas
adalah bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan
- syigaq serta bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam
perkara perceraian dengan alasan syigag menurut hukum pembuktian?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa

dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui

Xitl
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peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan syigag, serta
untuk mengetahui kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam
perkara perceraian dengan alasan syigaq menurut hukum pembuktian.

Berkaitan dengan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan, maka
dalam membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode,
sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Selanjutnya sumber
bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan vyang bersifat mengikat dan bahan hukum
sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah
dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif,

Dari pembahasan penulis secara umum menghasilkan kesimpulan
bahwa saksi keluarga memegang peranan yang penting dalam perkara perceraian
dengan alasan syigag, sebab keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk
menyelesaikannya. Saksi keluarga juga berkedudukan sebagai saksi, yang
diharapkan dapat memberikan kejelasan peristiwa mengenai perselisihan yang
terjadi antdra suami istri. Hakim dalam menilai pembuktian saksi wajib
mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak berperkara
itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan
hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa vang diajukan oleh pihak itu.
Sehingga nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim,
dimana hakim bebas menilai kesaksian tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pihak Pengadilan harus bersikap
tegas dalam menghadirkan saksi keluarga di Pengadilan. Akhimya untuk lebih
memfungsikan saksi sebagai alat bukti di depan Pengadilan maka masyarakat
~ diharapkan dapat memberikan kesaksian secara Jujur sebagai saksi dengan ikhlas
dan penuh tanggung jawab.

XIV
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selama hidup dan
kebahaglaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal
dan bahagia itulah yang dituju. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah
tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami
istri putus karena perceraian.

Perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga pada dasarnya tidak
diinginkan oleh semua orang apalagi kalau diakhiri dengan perceraian. Kondisi
rumah tangga semacam ini kadangkala bisa teratasi baik oleh kedua belah pihak
maupun melibatkan pihak lain. Namun tidak jarang pula pertikaian itu terjadi
yang akhirnya sampai ke tingkat perceraian.

Perbedaan yang sepele antara suami istri bisa saja menjadi penyebab
perceraian, konflik kecil dan ketidakcocokan dianggap sebagai bukti bahwa
keutuhan keluarga tidak dapat diperbaiki dan sebuah keluarga memang harus
runtuh.

Perceraian adalah kata yang sangat mengerikan untuk didengarkan atau
diucapkan. Kata perceraian seringkali muncul dalam pikiran suami atau istri vang
mulai menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Masalah memang pasti
akan muncul pada pasangan suami istri yang mengarungi bahtera pernikahan.

Suami istri yang akhirnya memutuskan untuk memilih perceraian sebagai
pilikan terakhir, maka mereka Japat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, apabila diajukan oleh
suami biasanya berupa permohonan (cerai talak), apabila diajukan oleh istri yaitu
berupa gugatan (cerai gugat). Alasan perceraian yang dapat diajukan oleb istri
salah satunya adalah syigaqg. Pengertian syigaqg ini telah dirumuskan dalam . -<al
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

syigaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
Maka perlu ditegaskan bahwa perceraian disini adalah bukan perkara perdata
biasa, tetapi perkara perdaia khusus yang menyangkut kemelut rumah tangga,
sehingga penanganannya tidak seperti menangani perkara perdata biasa.

Penanganan perkara biasa misalnya perkara waris, hibah, wasiat, bila _‘

hakim menemukan pihak-pihak yang benar dalil-dalilnya karena diciukung dengan :

bukti-bukti yang sah dan kuat maka untuk selanjutnya hakim akan memenangkan
perkaranya semata-mata berdasar kebenaran formil. Lain halnya dengan perkara
perceraian, majelis hakim tidak semata-mata melihat kebenaran formil akan tetapi
yang dilihat apakah rumah tangga antara suami istri sudah pecah atau tidak, tidak
semata-mata melihat pada alat-alat bukti. Jika rumah tangga mereka sudah pecah
maka sulit untuk bisa disatukan kembali, sehingga hakim akan mengabulkan
gugatan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwa dalam
perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan, tetapi vang perlu
dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak,
karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan
lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,
sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pthak yang menginginkan
perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap
pecah.

Tata cara pemeriksaan apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan
sviquqg (perselisthan dan pertengkaran yang terus menerus), hakim harus
memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hakim
meminta kepada para pihak, siapa keluarga dekat mereka. Jika ternyata kelvarga
dekat ada atau jauh dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat meminta siapa-
siapa orang yang dekat dengan suami istri. Setelah hakim memiliki dafiar siapa
keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, hakim memerintahkan kepada
para pthak untuk menghadirkan mereka sebagai saksi dalam persidangan.

Kesaksian saksi keluarga sebagai alat bukti diperlukan oleh para pihak

berperkara untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil
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Ve

bantahan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima atau ditolak.
Karena hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, dalam hal ini
Pengadilan Negeri juga berlaku di Pengadilan Agama (Pasal 54 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989), maka segala ketentuan mengenai kesaksian sebagai salah
satu alat bukti yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadapnya.

Pola hubungan masyarakat yang cenderung berubah dari pola paguyuban
ke pola patembayan, dari hubungan kentalnya kekerabatan dan kekeluargaan,
kepada sikap individualistik/individual, acuh tak acuh pada persoalan pribadi
orang lain (terlebih dikota besar/modern), maka ketika sebuah keluarga (suami
istri) mengalami konflik, di saat itu pula pihak keluarga (sekalipun keluarga
dekat) menjadi tidak tahu dan atau tidak mau tahu terhadap keadaan tersebut,
ditambah lagi dengan tempat tinggal yang berjauhan, sendiri-sendiri antara satu
keluarga dengan keluarga vang lain yang masih berhubungan famili dekat,
ditambah lagi sikap ketidakpedulian sesama tetangga dekat dengan alasan tidak
mau mencampuri urusan pribadi orang lain, sehingga sulit untuk menghadirkan
mereka secara sukarela.

Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi vang cukup dari
suatu konflik yang terjadi pada suami istri tersebut. Kelanjutan dari keadaan ini
adalah kesulitan pihak keluarga dekat suami istri yang sedang bermasalah untuk
dimintai upaya mendamaikan sehingga kecenderungan suami istri bermasalah
adalah meminta untuk berkonsultasi dengan individu dan atau lembaga konsultasi/
konseling atau lembaga hukum vang profesional untuk masalah-masalah mereka
tersebut.

Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menvebutkan
bahwa dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” vakni keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
“wajib” diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh
karena sifat pemeriksaannya imperatif, jika diabaikan mengakibatkan
pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, karena telah dilalaikan tata cara
memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan undang-

undang atau undue process. Dari uraian tersebut sangat jelas diketahui pentingnya
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peranan saksi keluarga dalam perkara syigag, oleh karena itu pemeriksaan
terhadap mereka merupakan “syarat sahnya” pemeriksaan. Kelalaian atas
pelaksanaannya dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadih
vang ditentukan undang-undang,

Hakim dengan alasan yang sedemikian kuat memerintahkan kehadiran
pthak keluarga atau orang dekat secara resfni, dan jika perlu secara paksa dalam
hal mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Kewenangan hakim menghadirkan
mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara svigag adalah ex officio.
Tidak perlu atas permintaaan para pihak.

Hakim dalam perkara syigag dapat pula mengangkat hakam dari kedua
belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 avat (2) vang berbunyi “Pengadilan
setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun
orang lain untuk menjadi hakam™.

Pengangkatan Hakam ini tidak lain adalah untuk menyelesaikan perkara
sampal tuntas, dapat berupa salah satu diantara dua kemungkinan merukunkan
kembali atau menceraikan antara suami istri vang dihakami itu. Hakamain
dengan sekuat tenaga harus berusaha mencari jalan keluar untuk memulihkan
situasi damai kembali rumah tangga yang sedang dalam kegoncangan itu
dengan mengadakan pendekatan secara langsung (ikhtila’) dengan masing-
masing pihak. serta meneliti faktor-faktor penyebabnya dan mencarikan jalan
pemecahannya demi keutuhan rumah tangga itu dan masa depan anak-anak
mereka (A.M. Imron, 1979: 38-39)

Pihak keluarga yang didudukkan sebagai saksi dikhawatirkan dalam hal
int akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya di dalam persidangan,
mengingat keluarga adalah orang-orang terdekat para pihak. Hakim selain dalam
mempertimbangkan nilai suaw kesaksian, juga harus memberikan perhatian
khusus pada kesaksian-kesaksian tersebut satu sama lain. Lalu bacaimana
kemudian hal tersebut diterapkan pada permasalahan vang ada dalam hal kekuatan
nilai pembuktian hakim terhadap alat bukti saksi keluarga yang merupakan satu-
satunya pthak yang memberi kejelasan akan segala peristiwa vang terjadi dalam
perselisihan dan pertengkaran suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih

mendalam mengenai hal-hal vang dikemukakan di atas dan memformulasikan
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judul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA
DALAM PERKARA SYIQAQ” (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
Nomor 997/Pdt.G/2003/Pa.Jr)

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanva batasan (ruang lingkup) dalam
penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menvimpang dari
pokok permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai
peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan svigaq, untuk itu
perlu dilihat bagaimana kekuatan pembuktian dengan saksi keluarga dalam

perkara svigaq.

I.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua)
permasalahan pokok yang penting untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini,
yaitu:
I. bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan
syigaq?
2. bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara

perceraian dengan alasan svigag menurut hukum pembuktian?

1.4 Tujuan Penulisan
lujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah
[. untuk mengetahui dan mengkaji peranan saksi keluarga dalam perkara
perceraian dengan alasan syigag;
2. untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi
keluarga dalam perkara perceraian dengan aiasan svigag menurut hukum

pembuktian.
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1.5 Metodologi

Metodologi digunakan agar karya ilmiah sesuai dengan tujuan penulisan
karya ilmiah dan dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis
dan konsisten (Soekanto dan Mamudji, 1990: 1). Penulisan skripsi ini
menggunakan metode berupa pendekatan hukum normatif dimana hukum
dikonsepsikén sebagai kaidah-kaidah positif berlaku pada suatu waktu tertentu
dan tempat tertentu, terbit sebagai suatu sumber kekuasaan politik tertentu vang
berlegitimasi (Subroto, 1992: 41).Terurai dalam pendekatan masalah, sumber

bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif
adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang
dikemukakan oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil
hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan

berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan vang muncul.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian vang dipergunakan
untuk memecahkan masalah vang ada. Bahan hukum vang diperoleh diharapkan
dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum vang diperoleh terdini dan
bahan hukum primer dan sekunder.
a. Baban Heknm Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau bahan asli yang
diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya vang pertama dan
belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan
dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990
I'1) yang terdiri dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang
Nomor | Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR serta

Tt‘iii.
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semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama.
Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan,
dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.
Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan

jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari
hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur vang

mendukung untuk membahas permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Literatar

yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari konsepsi-konsepsi,
teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan vang berhubungan dengan pokok
permasalahan (Soemitro, 1990: 98). Dalam pengumpulan data ini Penulis
membaca, menilai dan mengkaji semua perundang-undangan vang berkaitan
dengan Peradilan Agama, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat yang berkaitan
dengan pokok masalah
‘ b.Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara dilakukan dengan

mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak vang berkompeten dan
berhubungan dengan permasalahan vang ada, yang bertujuan untuk mendukung
pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya benar-

benar mewakili pokok permasalahan vang akan dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum vang dilakukan dalam penulisan skripsi ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan
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cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh baik dari lapangan
maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum
vang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum
menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqaq
Fakta tentang perkara syigag dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan
sebagai berikut: A l

Pasangan suami istri yaitu Puji Utami (32 tahun) dan Ali Sobri (35 tahun)
yang telah menikah pada tanggal 10 September 1995 dan dikaruniai 2 orang anak
bernama  Gifari Alta Choironi dan Gifara Alita Syaharani. Setelah pernikahan,
rumah tangga keduanya berjalan dengan baik dan telah hidup rukun sebagai suami
isfri, dan terakhir keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah
kontrakan. Akan tetapi sejak 4 bulan lamanya rumah tangganya mulai goyah,
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Ali Sobri.
sang suami selalu memaksa kehendaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya,
sedang istrinya tidak kerasan bila berada di sana, karena tidak cocok dengan
keluarga suami. Perselisihan dan pertengkaran antara keduanya makin lama makin
memuncak, hingga Puji Utami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa pamit suaminya, dan berada di rumah orang tuanya sendiri.

Keduanya sejak itu telah hidup berpisah selama 1 bulan, sehingga selama
kurun waktu tersebut tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknva suami istri
Sang istri-Puji Utami telah berusaha dengan segala upaya mempertahankan
kehidupan rumah tangganya untuk hidup rukun kembali dengan suaminva-Ali
Sobri tetapi tidak berhasil. Sang 1stri-Puji Utami akhirnya sudah tidak sanggup
lagi hidup bersama membina rumah tanggu dengan suaminya-Ali Sobri.

Alasan alasan sebagaimana tersebut di atas vang dijadikan dasar bagi Puji
Utami-Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Jember
dengan tuntutan antara lain vaitu:

- mengabulkan gugatan Penggugat:
- menyatakan jatuh talak satu ba’in dari Tergugat kepada Penggugat:
- membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

9
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subsidair:

- atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan persidangan di Pengadilan, Majelis Hakim berupaya uniuk
mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat
menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan
Penggugat. Penggugat selanjutnya mengajukan bukti berupa foto copy kutipan
akta nikah Nomor 312/75/IX/1995 Tanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selain itu juga mengajukan
secorang saksi yang bernama Suraji, dan bahwa saksi adalah ayah kandung
Penggugat sedang pihak Tergugat mengajukan saksi bernama Mujali, yang juga
ayah kandung Tergugat.

Majelis Hakim melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat semakin memuncak dan saksi dari pihak Tergugat menyatakan
kesanggupannya untuk merukunkan keduanya. Majelis Hakim selanjutnya:

- mengangkat Hakam min Ahli Hima (hakam dari keluarga masing-masing) vaitu
dengan tugas untuk merukunkan kedua belah pihak vang hasilnya agar
dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan mendatang, akan tetapi
kedua hakam tersebut menyatakan tidak berhasil.

- kemudian Majelis Hakim mengangkat Hakam min Jihatil Hakim vaitu hakam
yang ditunjuk dari usaha hakim yang diambil dari orang vang bukan keluarga
kedua belah pthak yang mempunyai tugas untuk mengupavakan perdamaian
secara maksimal di luar persidangan, agar Penggugat mau rukun kembali
sebagat istri Tergugat dan kemudian hasilnya harus dilaporkan kepada Majelis
Hakim pada persidangan yang telah ditentukan, namun hal ini tidak
memperbaiki keadaan.

Pokok perkaranya dipertimbangkan sebagai berikut: majelis hakim
melihat perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak vang berlarut-
larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya
sudah tida' harmonis lagi dan tidak dilandasi kasih sayang, sehingga antara

keduanya tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai
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tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman
Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai. Perkawinan mereka dengan
demikian tidak layak untuk tetap dipertahankan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan yang lain Juga mendasarkan pada
-Yun'sprudensi A}Aahkamah Agung R.I. Nomor 237.K/AG/1998 Tanggal 17 Maret
1999 diangkat suatu abstraksi hukum bahwa sepasang suami istri vang telah
cekeok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama
dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan
kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut
dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupt dan sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor | Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa
Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraiannya sesuai
hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr akhirnya
mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi:

- mengabulkan gugatan Penggugat;
- menjatuhkan talak satu ba’in dari Tergugat kepada Penggugat;
- serta membebankan biava perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 162 000.00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi 1m1 adalah
sebagai berikut:
1. Al-qur’an
a. Surat 2, Al-Baqarah, ayat 282, yang terjemahannya:

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi vang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil . (Tafsir Departemen Agama R.1., 1984
70)
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b. Surat 4, An-Nisa’, ayat 35, yang terjemahannya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui Lagi Maha Mengenal ( Tafsir Departemen Agama R 1., 1984: 123)

2. Hadits Rasulullah yang artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Perbuatan halal yang
sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalag” (HR. Abu Dawud dan Hakim
dan dishahkan olehnya)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

S.HIR

6. Buku IV BW Bab Ketiga tentang Pembuktian dengan saksi-saksi

7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

8. Kompilasi Hukum Islam

9. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282K/Sip/
1979

10. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 No. 109/K/AG/1987

Il.Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.PTA.m/Hk
03.5/1745/2004

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Syigaq Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata.
melainkan ikatan suci vang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.
Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan
harus dipelihaia dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan
perkawinan dalam [slam yakm terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa
rahmah) dapat terwujud. Namun sering kali apa vang menjadi tujuan perkawinan

Kaudas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan dan perceraian
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menjadi satu-satunya jalan. Hukum Islam mengenal beberapa macam bentuk
perceraian salah satunya adalah svigag.

Syigag adalah krisis memuncak vang terjadi antara suami istri
sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua
belah pihak tidak dapat mengatasinya (Ghazaly, 2003: 241)

Rasyid Ridha dalam 7afsir Al-Manar (1t:77) menyebutkan syigag adalah
perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena
istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniava kepada
istrinya.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 237) mengkategorikan perceraian karena
svigag ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut
beliau inengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya
istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan
gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus karena
perceraian. Adapun bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah
suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan Jjasmani istrinya
dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.

Mazhab Syafi’iyah, seperti dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dan

Sarbini bahwa svigaq itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri, dan
perselisthan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi  kemudharatan
apabila perkawinan tersebut diteruskan (1svtidaadusy svigag). Menurut M. Yahya
Harahap (2003 244) apa vang dikatakan svigag telah dirumuskan dalam Pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa svigag adalah
perselisthan vang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Jika perkataan
svigag ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-qur'an sebagaimana yang tercantum
dalam Surat An-Nisa’ 33.

Syiqug menurut istilah syar’i artinya keadaan perselisthan suami istri yang

dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya

perkawinan. sehingga karena itu maka diangkatlah dua orang juru pendamai
(hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut (Imron.A.M., 1979: [8)

Svigag menurut pendapat dari kalangan fuqaha’ dalam beberapa kitab

fikih seperti Svargawi 117 hal 373 yang artinya: Pengangkatan Hakam (perkara

sylqaq) tidak semata-mata karena gugatan masing-ma ing pihak, tetapi tergantung

pada adanya perselisihan yang memuncak antara suami istri. Kitab Qalyuby 111 hal
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306 menyebutkan  apabila perselisihan telah memuncak antara suami istri, yaitu
selalu saling mencela dan memukul dst. Dalam Kitab Khulashotut Tiryag hal 62
disebutkan: apabila suami menolak untuk menjatuhkan talak sedang dari pihak
istri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk perkara syigag.

Tafsir Ayatil Ahkam oleh Muhammad Ali As-Shabuni menyebutkan
bahwa arti syigag sebagai berikut: “.9yidaq yaitu persel.jisihan dan permusuhan,
sedang kata ini diambil dari kata “syiqqun” yang artinya “sisi”. Dan (perselisihan
suami-istri ini disebut demikian) karena masing-masing pihak dari yang berselisih
ini berada pada sisi yang berbeda, karena adanya permusuhan dan pertentangan.

Majelis Hakim dari gambaran ini semua berhak menentukan apakah
perkara yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori svigag ataukah belum.
Saksi ataupun keluarga disinilah yang nantinya akan berperan dalam proses
perkara tersebut.

Dari paparan yang telah disebutkan dalam berbagai pengertian diatas
svigag adalah perselisihan atau menurut istilah figh berarti perselisihan suami istri
yang diselesaikan oleh 2 (dua) orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu
orang dari pihak istri. Syigag dan penyelesaiannya diatur dalam surat An-Nisa’
ayat 35. Ayat ini mengatur tentang tata cara penyelesaian jika terdapat
kekhawatiran terjadi syigag antara suami istri, yaitu dengan jalan masing-masing
pthak mengajukan seorang hakam, vang berarti seorang hakam dari pihak istri dan
seorang hakam dan pihak suami

Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari ishlah atau perbaikan
dengan memperhatikan kepentingan pihak vang menunjuknya. Kemudian
mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Sehingga dengan demikian
kedua hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai arbiter atau perantara
dalam mencari perbaikan (Thalib, 1986: 95-96)

Kedua hakam itulah yang berupaya untuk mendapatkan keterangan dari
kedua suami istri yang dalam syigag itu. Putusan kedua hakam tersebut diatas
dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami
istri itu dan dapat pula kedua hakam itu menyatakan sepakat untuk putusnya
tkatan perkawinan yang diurusnya itu. Apabila jalan vang ditempuh untuk

mengupayakan perdamaian tidak berhasil, akan tetapi kedua Hakam tersebut tidak
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dapat memutuskan perkawinan mereka, tetapi hanya terbatas untuk membuat
laporan kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya.

Kedua hakam itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan, yang satu
mengatakan  sebaiknya diceraikan dan yang lainnya menginginkan
diteruskannya hubungan perkawinan itu, maka Hakim tidak dapat mengambil
putusan untuk menceraikan mereka atau untuk tidak menceraikan mereka.
Dan keadaan yang demikian, Hakim dapat membubarkan kedua hakam itu dan
menunjuk berdasarkan pertimbangannya sendiri 2 (dua) hakam lain (Thalib,
1986: 96)

Kedua hakam apabila berhasil mendamaikan kedua suami istri itu, sangat
baiklah usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya
diceratkan maka kesepakatan kedua hakam ini disampaikan kepada hakim yang
tadinya mengangkat kedua hakam itu. Hakim Pengadilan Agama selaniutnya
menceraikan kedua suami istri tersebut.

Menghadapi problem syigaqg seperti di atas, tepat sekali pendapat seorang
ahli Hukum Islam Mustofa Assiba’i dalam kitabnya yang berjudul “A/-Mar atu
Bainal Fighi Wal Qanuni hal. 100 yang artinya sebagai berikut: ~ Karena
kehidupan suami istri tidak akan memperoleh ketenangan dengan timbulnya
perpecahan dan pertengkaran. Hal itu selain justru akan mengancam timbulnya
bahaya vang serius terhadap pendidikan anaknva dan akhlak mereka serta tidak
ada baitknya mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin lagi dapat disatukan.
Apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, besar ataupun kecil, tapi vang
jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barangkali
(sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing dari mereka itu pasangan
baru vang dengan itu akan diperoleh ketenangan dan ketentraman =

Perceraian dengan alasan syiqag ini lazimnya diajukan olel: stri dalam
bentuk cerai gugat, dan dalam putusannya Pengadilan akan menjatuhkan talak
ba’in, sedangkan syvigag vang diajukan oleh suami dalam bentuk cerai talak, yang
d.orlongkan kepada talak raj’i, akan tetapi dalam praktek hal ini sangat jarang
terjadi.
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2.3.2 Pengangkatan dan Peranan Hakam dalam Perkara Perceraian dengan
Alasan Syiqaq
2.3.2.1 Pengangkatan Hakam

Kegiatan pengangkatan Hakam di Pengadilan Agama dalam menangani
perkara perceraian bukanlah hal yang baru dan asing, namun selama ini
pengangkatan hakam terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum
acara. Apalagi jika hanya memahami apa yang tersurat dalam Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang mengesankan bahwa kedudukan
hukum pengangkatan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat
fakultatif, maka para hakim mencukupkan eksistensi hakam dalam proses
perceraian sekedar formalitas (Ilyas, 1999: 85)

Pakar hukum Islam memang berbeda pendapat tentang pengangkatan
hakam ini, sebagian ada yang menetapkan bahwa pengangkatan hakam tidak
wajib tetapi jaiz (boleh). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam
kitabnya Bidayatul Mujtahid (juz 11 hal 98-99), Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang
akhirnya diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Hal ini terbaca pada
Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat hakam. Pengadilan “dapat”
mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di
Pengadilan. Pengangkatan Hakam dengan demikian merupakan tindakan kasuistik
tergantung pada pendapat dan penilaian hakim.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 241) tidak mensyaratkan hakamain 1tu
dart keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga
suami istri sebagaimana disebutkan dalam avat 35 surat An-Nisa™ adalah bersifat
anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahut situasi rumah tangga
pihak vang berselisih itu.

Pengarang Svarwani alat  Tuhfah (dalam Manan, 2000 241)
mensunahkan pengangkatan hakam itu dari pihak keluarga dari suami dan istri
dan yang mengangkat itu hakim. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila
perselisthan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan

membahayakan ke'angsungan kehidupan rumah tangga.
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Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam
tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat hakam
dari pihak lain. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah
menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya
sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan
dalam ayat 35 surat An-Ni;a’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai
problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa
dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.

Jumlah hakam yang ideal dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau
lebth dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain
ditunjuk menjadi hakam. Ketentuan ini sejalan dengar apa yang dikehendaki
oleh surat An-Nisa’ayat 35 yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, ictapi secara kasuistik
tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan
pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau
permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam
hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil
keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim (Manan,
2000: 241)

Pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan

pembuktian selesai artinya saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak
sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah
mendapat gambaran tentang sifat persengketaan vang terjadi antara suami istri
Pada tahap 1tu barulah tiba saatnya menunjuk Hakam. Artinya setelah hakim
terlebth dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta
persengketaan suami istri, dan faktor vang melatarbelakangi perselisihan sudah
dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakam tentang segala sesuatu
vang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha
penyelesaian perselisihan (Harahap, 2003: 251)

Yahya Harahap (dalam Manan 2000: 243) mengemukakan bahwa oleh karena
pengangkatan hakam itu bersifat insidentil sebelum putusan akhir dijatuhkan,
maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan seia, bukan dengan
cara mengeluarkan penetapan, sedangkan bentuk putusan akhimya adalah
putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan
hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka
mengakhiri  sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan
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pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan
lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib
menceraikan suami istri sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu
haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memuiuskan perkara. Hakimlah
vang menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang
menceraikannya.

2.3.2.2 Peranan Hakam

Lembaga hakam saat ini telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia
sebagai salah satu bagian dari hukum acara. Diangkatnya lembaga hakam menjadi
bagian hukum positif tentunya telah melalui pemikiran yang mendalam dengan
kesimpulan bahwa pengangkatan hakam adalah sangat penting dan sangat
diperlukan dalam menéngani perceraian untuk menekan angka perceraian, sebab
perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dimurkai Allah.

Hakam terhadap kasus syigag ini bertugas menyelidiki dan mencari hakikat
permasalahannya, sebab-musabab timbulnya persengketaan, berusaha
seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali
hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu
tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif
untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa Hakam ini, maka hakim
dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghazalay, 2003: 242-
243)

Penjelasan Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakam adalah untuk
mencarl upaya penyelesaian perselisihan terhadap syigag. Rumusan dalam
penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang sangat sederhana, tetapi
apabila dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa upaya mencari
penyelesaian syigeg tidaklah sederhana sebagaimana selama ini telah
dilakukan oleh para hakam yang diangkat oleh Hakim Pengadilan Agama,
karena perselisthan yang membawa kepada syiqaq menyangkut banyak hal
vang kompleks sifatnya meliputi berbagai aspek dan menyangkut beberapa
pihak misalnya anak-anak, orang tua, sanak saudara dan sebagainya (Ilyas,
1999: 35)

Hakam (arbitrator) yang dipilih dari masing-masing pihak dikarenakan
para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.
Ini lebth mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

Sesuai dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 Mar” + . Agung R.1. cenderung berpendapat bahwa peranan hakam disini
adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua

belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri
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tersebut sama sekali (Manan, 2000: 242), sehingga peranan hakam yang diatur
dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan.
Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian yang ada, tetapi tidak
berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri.

Maka dengan jalan memfungsikan hakam sebagai tenaga mediasi ini akan
tercapailah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebab mediasi oleh
hakam dilakukan di luar jadwal sidang Pengadilan Agama. Mediator (Hakam)
dapat mengadakan kesepakatan dengan suami istri tentang waktu dan tempat
pertemuan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu perdamaian
'dan upaya menyelesaikan syigag dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih
berhasil. Hakam sebagai tenaga pendamai lebih banyak mendapat kesempatan
untuk menyampaikan nasehat-nasehat pada waktu yang tepat. Ini berarti pula
telah menyerahkan urusan kepada ahlinya (Ilyas, 1999: 86)

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat

dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang selama ini telah ada, yakni BP4
(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Maka dalam hal ini
adalah sangat tepat apa yang disyaratkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, bahwa selama perkara
belum diputus usaha perdamaian para pihak dapat dilakukan pada setiap sidang
pemeriksaan dan hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga
lain yang dipandang perlu.

BP4 adalah badan semi resmi vang dibentuk Pemerintah dalam hal ini
Departemen Agama yang secara struktural ada di tiap-tiap daerah kabupaten. BP4
sekarang i juga telah melengkapi dirinya dengan tenaga-tenaga ahli konseling
termasuk psikiater/ psikolog.

BP4 sendiri bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan
keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

Cara yang ditemnuh melalui lembaga BP4 misalnya ketika perkara sudah
diterima oleh majelis, maka para pihak diperintah untuk hadir pada sidang
Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama tersebut tetap dilakukan upaya
perdamaian sebagaimana biasanya, namun karena waktunya sangat terbatas
maka bila perdamaian pada sidang pertama tersebut tidak berhasil, majelis
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang ke BP4 dimaksud
sebagal mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu
disesuaikan dengan bobot persoalan yang ada. Apabila upaya damai berhasil,
maka perkara tersebut dicabut dan bila tidak berhasil. maka c=bagai bukti
upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (BP4), diperlukan surat
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pengantar dari BP4 mengenai ketidakberhasilan upava damai tersebut dan
sidang dilanjutkan oleh majelis dengan tetap terbuka kemungkinan untuk
berdamai pada sidang-sidang berikutnya (Arofah, 2004: 47)

Hal yang perlu diperhatikan adalah harus dibuat komitmen bersama

antara Pengadilan Agama dengan BP4 tentang kebutuhan waktu vang diperlukan

_untuk upaya damai sehingga pemeriksaan tidak menjadi berlarut-larut (Salim,
2004: 16)

2.3.2 Pembuktian dalam Perceraian dengan Alasan Syiqaq

Perceraian karena svigag khusus di Pengadilan Agama (Pasal [9 huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam) ketentuan mengenai kesaksian umumnya mengenai pembuktian.
sebagaimana diatur dalam HIR 'RBg¢ juga diatur oleh ketentuan khusus. Ketentuan
khusus itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam. Ketentuan khusus itu menjelaskan bahwa Jika perceraian terjadi
karena alasan syigag (perselisihan dan pertengkaran) sebelum menjatuhkan
putusan hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pthak keluarga
atau orang dekat dengan suami istri,

Peraturan hukum acara khusus tersebut sebagai Lex Specialis, bahwa
pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami st
adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. dan pemeriksaan
terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri hanva berlaku
dalam perkara perceraian vang didasarkan alasan perselisthan  dan
pertengkaran vang terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara
perceraian atas alasan vang lam (Manan. 2000 240

Bunyi teks dan ketentuan khusus tersebut menjelaskan bahwa secara

imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri adalah
sebagai saksi, segala ketentuan vang mengatur saksi sebagaimana tersebut dalam
HIR maupun RBg juga berlaku kepadanvya.

Kelalatan memenuhi aturan ini akan menyebabkan putusan hakim
menjadi cacat dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat
banding harus diadakan pemeriksaan tambahan. Hal ini sesuai dengan Keputusan
Pengadilan Tinggi Agama Nomor PTA M/Hk.03.5/1745/2004 perihal kedudukan
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keluarga dan orang dekat dalam perkara syigag yang menyatakan bahwa apabila
gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka hakim berkewajiban
memeriksa perkara @ quo untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan
suami istri yang sedang diperiksa itu.

Saksi sendirt merupakan bagian dari hukum pembuktian yang diatur :

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 164 HIR) vang
berfungsi dan memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam
persidangan di Pengadilan. Sebab, dengan adanya pembuktian (saksi) hakim akan
mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang mengenai kebenaran peristiwa
atau kejadian yang disengketakan.
: Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 avat (1) RBg mengatur bahwa pada
hari yang telah ditetapkan saksi dipanggil masuk ke dalam ruang sidang satu demi
satu, selanjutnya berdasarkan Pasal 144 ayat (2) HIR, Pasal 171 avat (2) RBg
Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada mereka tentang nama, umur dan tempat
tinggal atau tempat kediamannya. Kemudian hakim juga akan menanvakan
tentang hubungan kekeluargaan antara saksi dengan pihak Penggugat ataupun
pthak Tergugat. Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam
persidangan, mereka terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama vang
dipeluknya.

Saksi harus melaksanakan kewajibannya vaitu memberikan keterangan
vang diperlukan oleh hakim. Bila perlu keterangan itu dapat saling dikonfrontir.
Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan Pengggugat mengajukan pertanyaan
lebth dahulu (Soeroso, 2004: 43). Bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi
harus disampaikan melalui Ketua Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim selanjutnya menyalurkan tanva jawab antara para
pthak dengan saksi, schingga yang berkepentingan tidak boleh langsung
melakukan tanya jawab kepada saksi. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 150
ayat (1) HIR dapat menolak pertanyaaan-pertanyaaan yang diajukan itu apabila
dianggap tidak relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian
hakim sendiri juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan vang disusun secara

sistematis mengenai kejadian yang disengketakan oleh para pihak. saksi hanya
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menjawab pertanyaan tersebut sehingga selain menghemat waktu juga kejelasan
peristiwa dapat dengan cepat diketahui.

Saksi setelah memberikan keterangan di dalam persidangan, 1a tetap
berada di dalam ruang sidang sampai pemeriksaan saksi-saksi yang telah selesai
diperiksa oleh Majelis Hakim. Segala ketentuan saksi yang diberikan di depan
sidang Pengadilan, dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera yang ikut
sidang untuk dijadikan sumber pembuatan putusan oleh hakim (Manan, 2000: 95-
96)

Alat bukti yang diajukan di dalam perkara perceraian dengan alasan
syigag selain menghadirkan saksi keluarga juga didukung oleh alat bukti surat
vang merupakan alat bukti akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna.
Buiti surat tersebut yaitu foto copv kutipan akta nikah antara Penggugat dan
Tergugat, sechingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara keduanya telah

terikat perkawinan vang sah.

2.3.4 Kedudukan dan Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian
dengan Alasan Syiqaq
2.3.4.1 Kedudukan Saksi Keluarga

Perkara svigug sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka harus
didengar keterangan saksi-saksi vang berasal dari keluarga atau orang-orang vang
dekat dengan suami st Kemudian Pasal 22 avat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 berbunyt : "gugatan tersebut dalam ayat | dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab
perselisthan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta
orang-orang vang dekat dengan suami istri itu 7.

Kedua pasal vang dikemukakan tersebut di atas, mengharuskan kepada
hakim yvang memeriksa perkara svigaqg tersebut untuk mendengar dan memeriksa
keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu.

Kedudukan keluarga atau orang-c. ~¢ vang dekai kepada suami istri

dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan svigag bukan hanya sekedar
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[§9]
[P}

memberi keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya
perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa (Manan,
2000: 240), akan tetapi kedudukan mereka adalah sebagai saksi, hal ini bisa kita
lihat dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian
didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat
dengan suami istr1”.

Mereka bukan hanya sekedar memberi keterangan, melainkan memben
keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formil dan materiil
menjadi saksi, secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus
disumpah, secara materiill keterangan yang mereka berikan berdasar
pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang
mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain,
sehingga keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti,
dan dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Desember 1979
Nomor 1282K/Sip/1979, yang menegaskan: “Dalam gugat cerai atas alasan
perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat
didengar sebagai saksi.” (Harahap, 2003 : 247-248)

2.3.4.2 Peranan Saksi Keluarga

Keluarga selain berkedudukan sebagai saksi, juga memegang fungsi vang
penting di dalam pemeriksaan perkara svigag. M.Yahva Harahap (2003: 248)
mengemukakan bahwa penempatan keluarga dan orang-orang dekat untuk
menjadi saksi dalam perkara svigag tidak lain karena perceraian svigag ini sangat
bersifat khusus

Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menvelesaikannva. Pada
umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang
berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang
berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya kecuali kalau
keadaannya sudah benar-benar parah.

Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi
saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hanya pihak keluarga dan orang-orang yang dekat yang dapat mencampuri
urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut. Oleh karena itulah mereka
vang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai
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segala hal dan penstiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran
suami istri yang mengajukan cerai itu. Sehubungan hal ini kehadiran mereka
sebagai saksi dalam persidangan sangatlah diharapkan, kelalaian memeriksa
mereka sebagai saksi maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim batal
demi hukum (Manan, 2000: 240)

Penempatan keluarga sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara

svigaq juga mempunyal peranan yang sangat penting. Selain mereka didudukkan
sebagai saksi di dalam persidangan, mereka juga dapat diharapkan menjadi hakam
(juru damai) dari masing-masing pihak suami atau istri. Kedua orang hakam itu
dapat melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, mempertahankan suatu
perkawinan atau memutuskan perkawinan tersebut. Apabila perselisihan suami
istri tersebut merupakan perselisihan yang biasa dialami setiap rumah tangga dan
tidak sampai membahayakan kelangsungan rumah tﬁngga mereka, sehingga
hakam berpendapat bahwa mereka tidak boleh bercerai. Sebaliknya jika
perselisihan suami istri tersebut memang kualitatif sudah serius dan secara
kuantitatif telah berulang-ulang terus menerus, maka dalam keadaan demikian
hakam menilai bahwa perselisihan mereka telah membahayakan kehidupan suami
istri dan anak-anaknya dan telah menimbulkan perbuatan dosa karena saling
mengumpat dan menjelek-jelekkan yang sering didengar oleh anak-anak mereka,
maka hakam berpendapat bahwa perceraian mereka hukumnya setidak-tidaknya
mubah (boleh). Dipilihnya hakam dari pihak keluarga dari satu segi lebih kasih
savang dan lebth tahu atas segala apa vang terjadi dan dari segi lain lebih

mengetahui keadaannya
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan
Syiqaq

Perceraian yang terjadi karena alasan syigaq, maka sebelum menjatuhkan
putusan hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga
atau orang dekat dengan suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasa! 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975.

Fakta yang diungkap di depan telah mengungkap bahwa perkara gugat
cerai yang diajukan adalah merupakan perkara svigag. Dikatakan syigag kalau
gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekcokan vang mengandung
unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi
pecahnya perkawinan (broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan
putusan Pengadilan (Manan, 2000: 238). Hal ini ditengarai dari adanva
perselisthan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk
dapat didamaikan lagi, selain itu di satu sisi pihak Penggugat tetap bersikukuh
pada gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat sedangkan di sisi lain Tergugat
tetap ingin mempertahankan rumah tangganvya.

Yahya Harahap (2003: 248) mengemukakan bahwa rasio menempatkan
keluarga menjadi saksi dalam perkara perceraian atas alasan svigag karena
perkara perceraian semacam itu sifat dan keadaannya agak khusus. Keterlibatan
keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga
akan bersikap lebih ingin mcapertemukan dan mengukuhkan kembali ikatan
perkawinan. Jarang yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga anak
atau adiknya, kecual jika keadaannya sudah benar-benar parah. Atas pandangan
tersebut, maka tidak layak untuk menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang
bernilai sebagai alat bukti. Lagipula yang selalu dekat dengan suami istri siapa

lagi kalau bukan keluarga. Jarang orang tua vang tidak tahu segala peristin.. ang
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terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Hanya pihak keluarga yang
dapat masuk mencampuri persoalan suami istri.

Pihak keluarga jika didudukkan sebagai saksi, maka yang dikhawatirkan
adalah apakah hal ini tidak akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya. Jika
dihadapkan pada masalah seperti ini umumnya pihak keluarga tidak
menginginkan terjadinya perceraian, bahkan akan berusaha agar para ;ﬁihak tetap
utuh membina rumah tangga, kecuali jika perceraian dipandang lebih baik

Sumber utama yang dapat diharapkan memberikan kejelasan akan segala
peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah
sangat tergantung dari pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami istri. Sedemikian pentingnya kehadiran mereka dalam pemeriksaan. Oleh
karena itu, di samping agar jangan pemeriksaan perkara lalai memenuhi ketentuan
tata cara pemeriksaan yang ditentukan undang-undang, terhadap keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri yang tidak mau datang menghadiri
pemeriksaan secara sekarela, hakim harus mengambil tindakan untuk memanggil
mereka secara resmi, dan bila perlu dihadirkan dengan paksa sesuai dengan
ketentuan Pasal 139 HIR. Perintah tersebut dilaksanakan oleh hakim dengan
memerintahkan jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil mereka secara
resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka hakim
dapat memanggil atau menghadapkan mereka dalam persidangan dengan cara
paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Sulhan, S H. .M Hum.
mengungkapkan bahwa pada umumnya keluarga itu terdiri dari ayah. 1bu dimana
karakter, ikatan emosional antara orang tua dan anak sangat tinggi, sehingga
diharapkan filosofi hukumnya para orang tua kedua belah pthak mampv
melunakkan hati mereka. Sehingga keluarga pasti yang pertama, karena mereka
mengetahui karakter masing-masing anak mulai kecil, sehingga celah-celah yang
tidak disenangi anaknya bisa dijadikan solusi vang terbaik. Selain itu keterangan
saksi keluarga sangat mendukung terhadap suatu putusan, apabila keterangan
saksi dinilai sudah valid dan mendukung dalii tersebut dan tidak jarang keterangan

saksi dikesampingkan karena dianggap tidak logis dengan fakta.
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Hakim yang lain yaitu Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M. Hum. juga
mengungkapkan (Interview 2 Maret 2005) bahwa saksi keluarga itu sangat
menentukan, bukan hanya sekedar memberi keterangan. Di samping sebagai
saksi, keluarga juga sebagai media untuk mendamaikan. Ada 2 tugas yang
diemban saksi keluarga yaitu dia dihadirkan di Pengadilan bertindak selaku saksi,
disamping itu Pengadilan meminta keluarga untuk mendamaikan. Sehingga
peranan saksi keluarga sangat dibutuhkan dan keterangan saksi keluarga ini yang
akan mewarnai putusan tersebut. Reliau juga menambahkan keuntungan yang
diperoleh adalah karena perceraian itu masalah keluarga, dimana kalau orang luar
itu tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, kebanyakan peristiwa yang ada dalam
rumah tangga yang mengetahui adalah orang dekat, sehingga keluarga vang lebih
benyak mengetahui, selain itu keluarga juga akan mudah sekali memberi arahan
ataupun nasehat.

Suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga karena
perselisthan dan pertengkaran biasanya akan lari ke pihak ketiga, baik keluarga
atau orang lain yang dipercaya bisa menampung kekesalannya sebagai
kompensasi dari konflik yang sedang dialaminya, karena itulah kejelasan
mengenal masalah sekitar terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan
membantu mempercepat penyelesaian perkara. Dengan demikian, dapat dipahami
Jika pembuat undang-undang mevakini keterlibatan pihak keluarga dalam masalah
svigag dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga para pihak. vang
pada gilirannva perceraian dapat dihindari

Pengadilan Agama di dalam prakteknva untuk menghindari subvektifitas
saksi dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan menurut Bapak
Suthan, S.H.M Hum. mengatakan hakim harus menggali sampai sejauh mana
pengetahuan saksi terhadap keterangan yang disampaikan, sehingga tidak cukup
bagi hakim untuk menerima begitu saja, kalau misalnya ada indikasi untuk
meminak, maka hakim harus bisa membaca dan harus bisa diarahkan. Selain itu
sakst harus disidang satu-satu dengan tujuan agar saksi tidak mandengar

keterangan saksi yang lain, sehingga dalam ' terangannya bersifat lebih objektif.
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Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H..M.Hum. mengatakan bahwa saksi
keluarga i tidak akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya, karena
perceraian itu (1) arahnya adalah perdamaian, maka disamping hakim agar
mengetahui apa penvebab retaknva rumah tangea. (ii) jika sudah diketahui
penvebabnya. maka pihak keluarga apakah telah berusaha untuk mendamaikan.
kalau sudah maka sejauh mana- perdamaian itt; dilakukan. (111) Pengadilan akan
meminta apakah dari keluarga masih sanggup uintuk merukunkan keduanva.

Fakta dan data vuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor
997/Pdt.G/2003/PA Jr  vang diungkapkan di depan berkenaaan tentang
pemeriksaan saksi keluarga dalam perkara svigag adalah tepat. Hal ini sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vaitu Pasal 22 avat (2) Peratuan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 avat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. selain itu dikuatkan dalam
Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991
dimana dari pertimbangan tersebut telah dapat diambil kaidah hukum bahwa
keyakinan pengadilan (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses
perkara) bahwa perkawinan telah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi dalam
wujudnya rumah tangga vang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti kedua
belah pihak telah pecah pula. dengan demikian berarti telah memenuhi maksud
dart Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam. kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung vang lain
Nomor 34K/AG/1998/ Tangeal 26 Februan 1999 dapat diambil suatu abstrak
kaidah hukum sebagai berikut. “keterangan orang tua dar suami dan 1stri di dalam
persidangan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan/permohonan perceraian.
dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta bahwa perkawiran
suami istri tersebut tidak mungkin dapat hidup rukun kembali. karena terjadinva
percekcokan vang berkelanjutan antar mereka berdua, sehingga memenuhi svarat
Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf { Kompilasi Hukum Islam.

Pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami

istri adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. vang dikenal
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dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, dan pemeriksaan terhadap saksi

keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri hanya berlaku dalam perkara

perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian atas alasan yang lain.

Keterlibatan keluarga dalam perkara syigag juga mempunyai peranan
yang sangat penting, karena keterlibatan keluarga dalam perkara svigag diyakini
sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dimana pada umumnya keluarga
sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara kembali
utuh dalam ikatan perkawinan sehingga mereka sangat diharapkan untuk menjadi
sakst yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh
karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi dalam kedudukannya sama
dengan saksi-sakst dalam perkara orang-orang dekat dengan suami istri yang
dilaksanakan pada tahap pembuktian, maka pemeriksaan pada mereka lebih
diarahkan kepada kebenaran formil tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan
pertengkaran vang sangat memuncak diantara mereka, serta telah terjadi pecahnya
perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan.

Sehingga jelas urgensi saksi sebagai alat bukti dapat dilihat dari 2 (dua)
hal, vaitu:

I. bagi para pihak yang berperkara merupakan salah satu upaya vang dilakukan
untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, atau menguatkan dalil-dali
bantahannva;

2 bagi Hakim merupakan salah satu upava vang dilakukan untuk melihat suatu

penstiwa atau kejadian sesuar dengan apa vang sebenarnva

3.2 Nilai Pembuktian Alat Bukti Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian
dengan Alasan Syiqgaq menurut Hukum Pembuktian
Saksi dalam hukum acara perdata merupakan salah satu alat bukti di
samping alat-alat bukti lainnya seperti surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah
(Pasal 164 HIR).
Peranan pembuktian melalui saksi ini sangat menentukan, maka hampir

pada semua proses pemeriksaan perkara di persidangan, tidak terlepas dari adanya
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kesaksian. Lebih-lebih dalam perkara perceraian dengan alasan-alasan tertentu
yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 19 huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 maka pembuktian melalui saksi dalam hal ini sifatnya adalah
~ imperatif (mengikat) vang harus dilaksanakan dalam proses persidangan. Pasal
172 HIR/ 309RBg menjelaskan bahwa: “dalam hal menimbang suatu kesaksian
harus memperhatikan aspek kesesuaian para saksi, cocok tidaknya suatu kesaksian
dengan vang diketahui dari tempat lain tentang perkara vang diselisihkan, sebab-
sebab yang mungkin ada pada seorang saksi untuk menjelaskan duduk perkaranya
suatu peristiwa, perilaku, adat dan kedudukan saksi serta segala hal yang dapat
menyebabkan saksi tersebut dipercayai atau tidak™.

Ketentuan ini selain mengatur tentaig keharusan menilai segala aspek
vang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga memberi petunjuk
ketidakterikatan hakim terhadap suatu kesaksian. Hakim bebas menilai suatu
kesaksian, apakah mau diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung pada
pertimbangan hakim, sebab untuk berpegangan ketat pada ketentuan di atas
sangatlah sukar bagi hakim karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai
sesual dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, vang sekiranya tidak
semudah yang dibayangkan. Oleh sebab itu dalam hal ini diserahkan kepada
pertimbangan hakim.

Bapak Drs. Arfan Muhammad, S H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan
Agama Jember mengatakan bahwa seyogvanya hakim mengetahui seluk beluk
tentang saksi sesuar apa vang digariskan dalam Pasal 172 HIR. sebab hal ini
sangat berpengaruh, akan tetapi karena hakim tidak mengenal saksi itu maka saksi
secara fermil Laius disumpah. Saksi yang berani mengangkat sumpah, dan di
dalam sumpah itu hakim mengingatkan bahwa “anda telah disumpah, sumpah ini
selain diketahui oleh hakim dan yang hadir pasti Allah juga akan mengetahui dan
akibatnya jika saksi berbohong atau menyembunyikan pasti akan terkena sangsi
dipidana, jika ada orang vang merasa dirugikan”. Dari situlah hakim memberi

arahan, yang nantinya diharapkan agar saksi jujur dalam memberikan keterangan.
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Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. juga mengatakan bahwa idealnya ketentuan
pasal tersebut memang harus begitu, artinya saksi harus orang yang adil, hakim
idealnya juga harus mengetahui pribadi saksi setiap harinya, tetapi hal tersebut
tidak bisa diketahui. Pasal 171,172 HIR menjelaskan bahwa keterangan saksi
harus saling bersesuaian, yang dipakai hanya yang mempunyai fakta yang sama,
vang tidak maka tidak dipakai. Sehingga keterangan saksi yang sama antara yang
satu dengan yang lain, maka itulah vang akan dipakai sebagai dasar, sehingga
saksi itu harus disidang satu-satu dengan tujuan agar saksi tidak mendengar
keterangan saksi yang lain, sehingga dalam keterangannya bersifat lebih objektif.

Seorang saksi seringkali dalam prakteknya secara tidak sadar
mengungkapkan bahwa apa yang diketahuinya hanyva dari salah satu piﬁak,
Penggugat atau Tergugat. Secara yuridis kesaksian seperti ini tidak dapat
dibenarkan, sebab sebagai keterangan dari pihak ketiga yang diharapkan lebih
objektif mengenai suatu peristiwa dibandingkan dengan keterangan para pihak,
vang umumnya ingin benar sendiri karena ingin memenangkan perkara, jelas tidak
akan dicapai. Oleh karena itu dapat dipahami jika sebelum pemeriksaan saksi
terlebih dahulu ditanyakan identitas dan kedudukan saksi tersebut (Pasal 144
HIR/172 Rbg), untuk mengetahui apakah saksi tersebut termasuk kelompok orang
vang tidak boleh didengar kesaksiannya (Pasal 145 HIR/172 Rbg) atau kelompok
orang vang dapat mengundurkan dirt dart kewajiban memben kesaksian (Pasal
146 HIR/174Rbg (Tresna, 1975:147-152) Sebab, tidak tertutup kemungkinan
karena ada maksud-maksud tertentu seorang sakst walaupun telah bersumpah atau
berjanji akan memberikan keterangan vang sebenarnva justru memberikan
keterangan hal-hal vang tidak diketahuinya, sebaliknya hal-hal vang diketahuinya
sengaja disembunyikannnya.

Kejujuran dan maksud baik seorang saksi dalam memberikan kesaksian
akan berpengaruh pada kebenaran atau kejelasan suatu peristiwa yang hendak ‘
dicapai dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan, sehingga pemeriksaan
dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Tapi kejujuran <=0 —aksud baik
seorang saksi saja tidak memadai, ~.'itas seorang saksipun menentukan cepat

atau lambatnya suatu pemeriksaan. Seorang saksi dalam prakteknya yang
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nampaknya jujur, cerdas lagi tanggap akan lebih cepat memberikan kesaksiannya
walaupun peristiwa yang diungkapkannya telah lama terjadi. Namun demikan,
siapa yang dapat menjamin seorang saksi itu jujur dan punya maksud baik. Hakim
juga manusia biasa yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karenanya
kesaksian seorang saksi tetap akan diletakkan pada posisinya sebagai milik saksi
tersebut, tidak untuk para i)ihak. Sebab, -suatu kesaksian merupakan hasil
konfirmasi hakim atas keterangan para pihak. Jika kemudian kesaksian seorang
saksi bersesuaian dengan saksi lainnya, dengan keterangan salah satu pihak, maka
kebenaran yang hendak disingkapkan dari suatu peristiwa dapat diketahui dengan
jelas, itu tidak lain adalah tugas hakim untuk menyimpulkan dan menilai
kesaksian tersebut. Dari penilaian itulah hakim memutuskan perkara.

Kenetralan seorang saksi nampak dari sudut ini, walaupun dalam banvak
hal bersesuaian dengan keterangan para pihak. Karena kesaksian seorang saksi
dianggap netral, dalam hukum acara perdata dikenal asas unus testis nullus testis:
seorang saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR/306 Rbg). Artinya kekuatan
pembuktian dari kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sempurna oleh
hakim (Mertokusumo, 1977: 115)

Alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan svigaq
nilai pembuktiannya lebih banyak tergantung pada pertimbangan hakim, artinya ia
mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu
sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim
dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan
argumentasi vang kuat.

Bapak Sulhan,S.H.,M.Hum. (Interview 28 Februari 2005) mengungkapkan
hal yang serupa bahwa nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga cama
kedudukannya dengan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dimana hakim
bebas menilai, tergantung tingkat pengetahuan saksi terhadap fakta yang
diketahui. Meskipun keluarga satu-satunya orang yang mengetahui, hakim tetap
tidak terikat (bebas) dan itu adalah asas dasar. Kesimpulannya sepanjang saksi-

sakst yang diajukan itu mendukung dalil-dalil, maka hakim terikat.
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Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. juga mengatakan (Interview
2 Maret 2005) bahwa kekuatan hukum alat bukti saksi itu tergantung pada
penilaian hakim, sehingga kalau hakim yakin dengan keterangan saksi karena
memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ada saling bersesuaian satu dengan
yang lain, maka saksi yang demikian ini bersifat mengikat karena hakim sendiri
telah yakin. Akan tetapi jika hakim kurang vakin, karena tidak memenuhi
ketentuan hukum maka hal itu tergantung pada hakim. Hakim yang akan menilai
terhadap keterangan saksi yang satu dengan yang lain apakah saling mendukung
atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil, dan dia membuktikan dalil-dalil itu
sesuai dengan fakta-fakta yang lain. Jadi hakim terikat kepada keterangan saksi
sepanjang keterangan saksi telah memenuhi ketentuan dan mendukung dalil
gugatan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara syigag adalah
sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan
saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para
pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa, maka dalam
mempertimbangkan nilai suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian
khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu dengan vang lain, persamaan
antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang
hal vang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para
saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada cara hidup,
kesustlaan dan kedudukan para saks: dan pada umumnva serta segala apa saja
vang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercava pada
sakst itu (Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 BW) maka kekuatan pembuktian alat bukti
saksi keluarga dalam perkara perceraian dergan a'asan syigag menurut hukum
pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim, artinya ia mempunyai nilai
pembuktian bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini
dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam

mencari kebenaran.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1

2

Peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan syigag
mempunyai fungsi yang penting, sebab keterlibatan keluarga sangat
dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pihak keluarga pada dasarnya bersikap
lebih ingin mempertemukan dan mengukuhkan kembali ikatan perkawinan
para pihak, kecuali jika keadaannya benar-benar terpaksa. Saksi keluarga
selain itu juga berkedudukan sebagai saksi yaitu orang yang diharapkan dapat
memberi kejelasan mengenai segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan
dan pertengkaran antara suami istri. Mereka juga diharapkan dapat
mendamaikan pihak-pihak berperkara dan dapat membantu menyelesaikan

konflik rumah tangga para pihak, sehingga perceraian dapat dihindari.

. Kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian

dengan alasan syigaq adalah sama seperti hukum pembuktian pada umumnya.
Artinya nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim (vri/
hewichi krachi), oleh karenanva wawasan, kejelian serta kecermatan hakim
akan berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangannya untuk menerima atau
menolak suatu kesaksian, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada sasaran
akhir yang hendak dicapai, yakni kebenaran peristiwa atau kejadian

sebagaimana apa adanva.

VY]
S
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4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka
saran yvang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak tergugat/termohon hendaknya menyadari agar mau menghadirkan saksi
- keluarganya untuk dijadikan saksi di muka Pengadilan. Sebab seringkali
dalam praktek hal ini sering ditemui, yang kadangkala alasannya tidaklah
beralas hukum dan bahkan sengaja diciptakan sekedar untuk menghambat
proses pemeriksaan perkara. Pihak Pengadilanpun juga harus tegas/tetap
berkewajiban memernintahkan kepada tergugat/termohon untuk menghadirkan

keluarganya untuk didengar sebagai saksi di muka Pengadilan.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi dan peranan saksi sebagai
alat pembuktian khususnya dalam perkara syigag yang melibatkan pihak
keluarga sebagai saksi serta dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat

memberikan kesaksian secara jujur ketika bertindak sebagai saksi di depan

Pengadilan.
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53VI25.1.1/PP.9/ anns Jember, 21 polyruari 2005
KONBULTAS]

Yihe Motua Pongadilan Agaan Jeabow

QL = 3 B E RS
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PEMNGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Moy

Jalan Mayjen Sungkono No. 7. Telp. (031) 3681797. Fax. 5680426
SURABAYA - 60225

OMOr
fat

1]

: 'TA.m/Hk 03.5/1745/2004 Surabaya,10 Agustus 2004 M.
: Penting 23 J. Tsaniyah 1425 H.
mpiran :

. Kedudukan Keluarga dan Orang Dekat

Dalam Perlara Syiqaq

Kepada
Y'th. Ketua Pengadilan Agama
Se Wilayal: PTA Surabaya

Ascalamu’alaikum wr. wb.

Berhubungan masih ditemukan adanya kesimpangsiuran tentang hal tersebut pada

pokok surat, maka perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut :

|. Bahwa yang dikatakan syiqaq bila gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi

percekcokan dan pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan
kehidupan suami isteri dan sudah pecah perkawinan (broken marriage), hal ini
dipahzmi sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

2. Bahwa gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan Syiqaq sebagaimana diatur

—d

dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

- “Apabila  gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka uniuk

mend ipatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasil dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.
Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
berbuayi :  “Gugatan tersebut dalam ayat (1) yaitu gugatan perceraian karena
alasa 1 tersebut dalam pasal 19 hurf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelchh mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

isteri itu’’; O e

. Bahw: kedua pasal tersebut pada point 2, mengharuskan kepada hakim yang

mem riksa perkara a quo untuk iuendengar dan memeriksa kelll_aiga dekat dengan
suam . isteri yang sedang diperiksa itu; M

Bahwa jika ternyata keluarga yang dekat tidak adhé??"atau jauh dan sulit untuk
dihac irkan ke (..~ persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para

pihai yang berperkara untuk menghadirkan orang yang dekat dengan mereka;
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Tembusan:

C\'

Bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengi n suami |

perkara perceraian dengan alasan syiqag adalah imperatif. Misaln: «

seri dalam

putusan

Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1¢79 dengan

menegaskan: “Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dcn pertern  warai, ihu

kandung den pembantu rumah tangga dapat didengar sebigai sak: "’

Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 Ne. 109 K/AG/1987 berbuny
cekcok dan pertengkaran antara suami isteri sudal tidak 1 wungkin
lagi, lagi pula pihak keluarga sudak didengar’;

Bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat dcigan me

perkara syiqaq adalah Saksi dan sebelum mercka member Keteran

persidangan haras disumpah terlebih dahulu sesusi Pasal 147 HIR.,
orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja,

Ralwa apabila pihak keluarga atau orang dekat tcrsebur ti ak mau
sukarela dalam pursidangan, maka hakim secara ex officio d pat men
untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 139 HIR;

Bahwa penmeriksaan keluarga atau orang-orang dekat denga suami
merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. di dala n doktri
“] EX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS”;

Bahwa saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan suam isteri 1
dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisiban lan perte

terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraia 1 atas ala:

Kiranya hal ini disampaikan kepada hakim, bila perlu diada <an disku

ini. dan sangat berharga apabila hasil diskusi disampaikan kepad: kami.

Demikian untuk diketahui seperlunya, terima kasih.

.+ Wassalam
AAE

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Non Yudisial Jakarta
2 Vth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta;

L

Yth. Ketua Muda Bidang Pembinaan MA-RI, Jakarta;
Yth, Direktur Pembinaan Peradilan Agama MA-R], Jakarta;
Yth. Direktur Perdata Agama MA-RI, Jakarta.

2utusan

“Karena

Urukankan

«a  Jdalam
m drmuka

m sebagai

i securd

<8a mereka

ieri adalah

likenal asas

niya berlaku
.rkaran vang

n yang lain.

tentang hal

1, S.H. M.H
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e SN A LAMPIRAN IV 350,

SR e A L P EUS.A B
Nomor: 997/Pdt.G/2003/PA.Jr
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember vang mengadili parkara
pardata dalam btingkat p@rt§m& dalam ;@rzidaﬁgaﬁ Majelis
talah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang
barbunyl sebagail barikut dalam PErKAFa Antara: = o oea.

PUJI UTAMI binti P.SURAJI, umur 32 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak kearja, tearake
hir bartempat tinggal di Jalan Kalimamtan I1
Blok ﬁ¥34 Kelurahan Sumbersari, Xecamatan

2

Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjubnya

l‘,' -t 3 disebut PIETTGQ UICHA T § it e s e s i i s e i s i i s e
h MELAKAN

ALI SOBRI bin MUJALI, wumur 325 Labtiur, agama

Islam, pekerijiaan swasba, berakhir bar tampat

tinggal di Perm. Mastrip F~25 Kaelurahan

- y, [ B L > P el s W C R oy & - 1
Admpersari,  Kecamatan Sumberzari, K Aadlipatan

Jember ., Selanjubtnya dissbut: jugat .
iy A -
Fengadllan Agama tersabut ;- i - o e e

Satelab membacs surat-surat e le gy
Satalah mendengar hatarangan Penggugat dan Tergugat sarta
saksi-saksi di PErsidangains — s o e S

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannva
tertanggal 05 Mei 2003 vang didsFtar di renanl beraan
Pengadilan Agama Jember dalam raguster nomop e 7 /Pt .G/

2003 /P . g telah mengemukakan dalil-dalil Yang p&dé,;

L
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—————-—--lll!
Digital Repository Universitas Jember "
pokoknya sebagai DEAETRUL 1 A e oo s s i o e S
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal
10 September 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan
Agana Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jambear dengan
Kutipan Akba Nikah Nomor : 312/75/IX/1995 tanggal 11
Saptember 1995 9 A S ST b o o s s o i AL\ e et e RN B
Bahwa setelah parnikahan antara penggugat dan tergugat
telah hidup rukunp sebagal suami istri, terakhir mengamf
bil tempat kediaman varsama di  rumah kontrakan aAan
dikaruniai 2 Orang anak DErnama 1w i i o i e
a. GIFART alLTa CHOTRONI, umur 7 Eahun g e v i
b. GIFARA ALITA SYAHARENY,  umur 1 tabun (kaduanya

i k 1y t r"ﬁ’. i gu ug--ﬂ t 3 TR e T " TS B | . S

- Babhwa pada mud anya  rumah Langga antara panggugsat dan
tergugat barjalar dangan baik, . akan tetapl  sajak
bulan yang Taiu, L h Langga penggugat dan tergugat
mulai goyah, sering terjadi  parselisihan dan parteng:
Karan yang disabablan karspa Targugat selaly memaksas
kaliendaknya wntul tinagal dirumah aorang tuanya, sedang

HEggigat dirimah orang tua. Tergugat Lidak karasan

rarana Lidak ronok deng o keluarga TErQUGR L § o b e e

SRR, PR LAngka el anbs FeEngguUgat

dan tarduazt b sabUl makin lamsa makin menuncak, akhise

W Panggugat pergi maEninggalkan tempat Kediaman bersa-

ma  dengan tanpa pamnit Targugat sakarang baerada

dirumah orang tua PBNGGUGAL ] — oo i o e e e o

-}

Babwa sejak itu antaira  penggugat dan tzrgugat telah

hidup beroisah yang hingge sekaring sudah 1 bulan dan
selama hidup berpisakh tersabuk sudah tidak ads hubungan
lagi antara Lenggugat oan Targugafrsabagaimana layaknya

SURRE FSERET — e L
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ot

R

Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat vang demikian
itu, penggugat mengalami peﬁderitaan lahir dan bathin
YANG DO IKE DI BIIGATT 5 e o e o o s e e s ot 5 e e e s o
~ Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan katentraman
rumah  tangganya dengan Tergugat akan tetapl tidak
berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup 1agf Hidup

bersama membina rumah tangga dengan Tergugat ;=== ===
Bahwa atas dasar alasan-alasan sabagalmarna tarzeﬁut
diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jembhsr
agar berkenan memeriksa perkara ini  dan menjatubkan
PULUEan SBDAgAL DB L RUT & s o i i oo o o v e s s s i s o s a0 s o
Primair
1. Mangabulkan gugatan PEnggua b | = = — i wb o om o sod
2. Menyatakan Jjatuh talak satu ba’in dari Tergugatb
LarNAdap PangQUOat ;= e o m i o i oo i o e o e 5 s o s o o o o
. Membebankan biayva perkara ini sesuai ketentuan bk um
AR TR IR KA = = oo s b gl o e o Rl 6 i i e
Subsidair
FEal moton pubusan vang seadil-adilnya;---
Menimbang, bahwa pada hari parsidangan yang telah
AT Fem iyl kadua Sihal rang  borperkara hadis Ssecara

priaibadi menghadap doi peraidangan, kemudiarn Magelis Hakim

warusaha mendamaikan pihak=pihak verperkara, ltetapd

B !: (‘Lt;\ !’:lﬂ e h‘.:.-j‘ ;! 2 ST I W Ao Mt o o e S L ] e S S o s st ot B R

Mefniimbang, bahwa kemudian

6

idang dinyvatakan teriLiy-
tup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Panggugat yang
isinya tetap diperbahankan = w « i ——————

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Fenggugat terses

but, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tertang-

gal 14 Juli 2003 yvang pada pokoknya adalahy-m—— oS

.

bahwa, bepar antara Perngaugat dan Tergugat telah meni-
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kéh pada tanggal 10 September 1995, vang dicatat pada
Kantor Urusan Adama  Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember dengan Kutipan akta Nikah Nomor: B12/75/1X/1995%
Langgal 11 Beaptember 1995 ;i iwmmmmm st L
Bahwa benapr p@rnikahan antara penggugat dan tergugat
telah hidoup rukun sebagal suami iatri, terakhir mengam-
bil U@mpat kediaman bersama di rumah kontrakan dan
dikaruniai 2 0rang anak DEFrRAME ;- e o o b
a. GIFARI ALTA CHOIRONI, umur 7 Lahiug § s s o oo e e s
b. GIFARA ALITA SYARARANT ,  umur 1 tahun (keduanyea
WRUE . PASISR AT 1 vl e i gt 6 i e e e . L IR M
Balwwa pada el Ay Fumalt tanggs antara penggugat dan
tergugat barjalan dengan baik dan sebagalmana mestin-
ya layaknya seorang suami istapri. akan tetapl sajak
beberapa bulan vang lala, Fumah  fangga penggugat dan

tergugat mulai govah. Karena terjadi perselisihan dan

f,

bkan Tergugat mengajak Panggu-

pertengkaran yvang diseba
gat wuntuk tinggal i vumah Tergugat (bersama orang tus
Tergugat )@= =—. s e e s e

Bahwa parselisiban .dan partengkaran anktara e nggugal
dan tergugst  me; upakatl parsalisihan yang bissa dalam
Rahidupan umaly 1 Nagayang |idak patut untull tarlalu
diparmasalalikan kKaiara Targugat masih berusaha Lt
mengatbasy permasalahan yanﬁ saat ini masih belum terse-
lesaikan namun Tergugat akan barupaya semaksimal mUng
Kin untuk hidup eukun KEMDEL L g oo oo e e e o 0
bahwa, duduk perscalan yvang sabanarnya Penggugat memin-

ta pada Tergugat agar Tergugat tetap memparpanjang mnasa

kontrak rumah dan tetap bertempat tinggal i kadiaman

yang ditempati Tergugsal dan Penggugat saat ini. Namanﬁ
kehidupan vang saat ini kurang kestabilan akmhﬂﬁi

ol
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orang tua Tergugat, harnva bersifat semantara, set'e_llaH ‘

kai'giqtmauf?gmmmmﬁ; ) BEAbA L/ @ERH T rgolba b Hersedia untuk
mancari konbrakan rumah fagi;ww~m~WWWWW“w—www-~~M~““-~*
bahwa, apabila Penggugat te tap meminta untuk mencard
rumah kontrakan, maka saat ind Tergugat bersedia untuk
me&manuhi  permintaan Penggugat atau dangan kata lain
Tergugat akan memparpanjang kontral an rumah tarsaeblt p—-=
bahwa, dapatlah Penggugat ketahui bahwa wegala upaya
Tergugat untuk mempertahankan kahidupan rumab tangga
Targugat dan Penggugat demi menjaga masa depan dan
kaehidupan kedua anak Te rgugat dan Penggugat ;- s mmm.
babmwa, hingga saat ini Te Fgugat tetap memenuhl segala
kewajiban Tergugat yang selayak dilakukan olah SE0T AN
suami  kepada isteri dalam arti bahwa Tergugat masih
membari nafkah (belanja) kepada Penggugat untuk kehidup
an sehari~hari Panggugat dan dua anak Tergugat dan
I"exnggjt.lgé.« e e s k. I ST e et eyt e Y bt i e i S5 i o v s o e AT
bahwa, perlu Bapak Majelis Mak im Pengadilan aGgama
Jamber ketahuil hingga saat ini Tergugat berupaya mende-—

kati  Penggugsat aaar  Penggugat

bahwa perscalan

vang dipermasalahkan Paenggugat itu mer Upakan persealan

yang biasa terjadi pada kebhi duparn rumah tangaa dan

-

Fargtigat tetzp mendapal dukungan dardi orang tua (Bapak
Menggugal)” dan saudara Panggugat (kakak Penggllgat) agarpr
Pumal tangga tetap kekal dan bisa dapat diatasi oleh
Targugat dan PEAGGUIRA TS v ot et s i i e e e s s i s o
bahwa, ada bebers pa hal menjsdi ga njalan atas upaya
Targugat karéna ibu Pa ngaugat bidal ikt mendukung  dan
membantu untuk ikut me nyalesaikan persoalan Tergugat

don Panggugat bahkan kadangkala ibu Penggugat berupaya
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ag%r Panggugat menjauﬁi Tergugat apabila Tergugat
mendatangl Penggugat guna memberikan balanja Panggugat
untuk kehlidupan SEharl ~hAarinya y e i b e e i oo do
bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jember Teargugat mnhon kepada Penggugat agar Penégugat
tetap bersedia untuk menjalani kehidupan rumah tangga
sabagaimana kehiddpan sabalu%nya dan agar Jjangan ter-
buru untuk mengambil keputusan vang selama inl Penggu=
gat Jalankan. Hal ini kita lakukan demi untuk mambina
dan menjaga Kkehidupan dan masa depan kedua anak yang
saat masih berusia dini dan masih sangal membutuhkan
kamih sayang orang tua (Tergugat dan Panggugat. ) ; mes e
bahwa, lawat Bapak Majelis Hakim Pengadilan A a
Jamber Tergugat mohon pula kepada ibu Penggugat agar
ibu Penggugat Jangan terlalu banyak ikut campur akan
paermasalahan Tergugat dan Penggugat, ssalain dengan
tujuan untuk mendamailkan Tergugat dan Penggugal s~ rmw-
bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jember Tergugab mohon kepada ibu Panggugat Sfgar . oapat

nya Jangan sampail ibu Penggugat melakukan Larnghkah dan

sikap yang bertujuan unhuk e 13 ) s filean

fergugat dan
Penggugat sehingga mengakibatkan akan kehantwran rFumab
tangga Tergugsat dan FENGQUGa L ; swasman o e

bahwa, hal ini Tergugat lakukan hanys karena kehfdupan
kedua anak dan demi kehildupan rumah tangga dami et j as
linnya kerukunan antara Targugat dan Penggugat. Tergu-
gat mohion kepada Bapak Majeliz Hakim Pangadilan Agama
Jdember agar berkenan manjatuhkan putusan perkara ini
yang amarnya adalah sebagal BefiKUT @ o e e
1. Menolak gugatan P&nggugat;www;m~-~‘~-mu-' TR e et

2. Manyatakam bahwa permasalahan Tergugat dan P@hggugat
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merupakan hal vang bfgaa dalam kehidupan rumah tang-

ga 3 e he e R b S T b e e (L A4 o e 4 A A0 Lot M O AR o O P AV A - M RS 14 B S LA SV vy P, A e e S0
2

3. Menyatakan antara Tergugat dan Penggugat adalah

- - g
damai 1 S A s L A il e e G e e s e

4. Membebakna biaya parkara ini sesuai dengan hukum
vang berlaku;mnmwww,WWMwww_Mmmmmm"_wwMMWMWthwamww__
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tafaah

but, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertang-
gal 21 JUI j_ 2003 = T e e S e e o MR G S s i M L Al s e i . e o
Maenimbang, bahwa terhadap replik Panggugat tersew

but, Tergugalb memberikan dupliknya secara tertulis ter-
Langgal Q4 AGUSEUS 2DOT 5 o or oo i o i i s s o i e 5 5o o o o e
Menimbang, balwa selanjutoyva Faenggugalb mengajukan

oy k Tl SR e @ L o e e S N 1

Foto Copy Buku Kubtipan akta Nikah Nomor : FL2/75/1% /1995

tanggal 11 Saptember 1995 yarg dikeluarkan olah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupatan Jamber .

Menimbang, babhwa berhadap alat bukbti  sural terse-
bub, Tergugat IR AT AU i e 0o st i it i

Marpimbatg,  Balhna @i muks persidangan,  Panggugalk
mEngajulaEn saorang wakel yang memgalka benama @ SURAJT,
mur 69 btahtin, sdgama T«lam, paksrjaan shasta, alamab
Kelurahan Sumbersari, Yecamatan Sumbersari, Xabupaten
Jember yang di bawals sumnpah di  mulka pargidamgaﬁ telas

memberikan keterangan pada pokoknya ACt@ L@ g oo o i

= bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat. ;e s et

ey

© bahwa, Penggugat dan T -gugat adolah suami isteri

telah dikaruniai ksturunan 2 orang analk g eSSt

= bahwa, setelah manikah, rumah tanggas merska men

bampat kadiamarljbersama terakhir di rumah  kootrak

h
e )
=

s
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1

Jember yapg di Wowah s umpah il Wk

memberikan b Lo rangan pacz

Dk}

Digital Repository Universitas Jember
akan tetapi sejak 5 bulaén vang lalu keduanya sudah

Ridup berpimah;~ww*"*~r@"*mw~mm~~~mwww~mw~mm““"

~ bahwa, perpisahan tersebut terjadi karena masalah
tempat tinggal, di mana Panggugat diajak tinggal di
rumah Tergugat tidak mau, karena Penggugat tidak cocok

dangan keluargas TEEGUGAT ;s st i st ot i

TN IS B S VoA bbb i AL g

£

k ¥
= bahwa, =saksi pernah menasihati dap meEmhL na Pengguaat
agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan
tetapli tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak

sanggup lagi merukunkaﬁ-mereka;~~“”“““““w

U W Ll 0 Ot S s e e n S

Manimbang, bahwa terhadap katerangan sakai Panggu~

gat  tersebut, Panggugat dan Tergugat meEnyatakan tidak

LIRSt v ol ol S SO i s e b il b S B A A . s et et

Menimbang, balwa Al muka persidangan, Fangguea s
mengajukan seo rang saksi yang mengaku bt iama * MUJALT

unur 62 tahun, agama TIslam, Peke Jaaty tani; alamat

Kelurahan Antirogo, Kacamatan Sumberaari tabupaten

Persidargan talah

ijl"li' K ﬂ}/.ﬂ -'J.“jfi '} ah S T e sl Y

bahwa, saksi ad =g

0 eyl katdung Targugat; = ~wwwim -
wabiwa, F wbodan Torgugak adalat suami izteri dan
o BRI G ke turUsan. o L PANG A TRK e v a2 e il
Blivia, Setalalh menikab, rumah tangga meraka mengambil

Laimpat kediaman bersama terakhiv of Fumah Kbntrékan,

akan tetapi sejak 5 balan o= M e S 0 ST keduanya sudah

hidup berpisah;—w=mme—— ...

T SRR I S Mg i i et s A 0 AR v T B v i b oot

bahwa , Parplsahan tersaebut tarjadi karena masalah
Fempat tinggal, dfi Mana Penggugat diajak tinggal «di_-
¥ umakh Tergugat tidak mav, karena Penggugat idak nawﬁll
dengan keluarga Targugat*"«-~~w*~"~~:~»“~ww~~m~h*&!m~-
bahwa, saksi pernah menasihati dan menbina Pe

2 2
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'agafrberaébar clan kembﬁli rukun  dengarn Targugat , akan
tetapi btidak berhasil, dan sekarang saksq sudah tidak
sanggup lagi merukunkan e S L

Menimbang, bahwa terhada o keterangan saksi Ter g

gat tersebut, Pengougat dan Tergugat menvatakan tidak

!\-\- @ b@} & fa u] B e UL e L AN, S P A A e e it s W oo i 1 ot v, e oo A A i o o i i
Manimbang, babwa salanjubrya dangan malihat sifat

nerselisihan dap pErtengkaran antarsa Penggugat dan Tergu~-
gat sudah sedemilkian memnuncak, dan saksi dari Tergugat
menyatakan kaﬁﬁnggupannya untuk merukunkan Panhggugat dan

Targugat, maka selanjutkan Majalis Hakim MEN3 < g fedd

min jihati Hakin dengarn budas: mengumaywioin

A

mal di luyar Persivangan

agar s L ks kenlyan

stbagal isteri T g e SMaEs 3 hamd

]

o kan kepada Mo Ak "4 pada ool iidh 1 e vang Ll an

Ll
o = - - -
i b‘.:\llf_:} i A g s S
! { [ - [ | ! -
FEL L alUga C 1 i L | Iy 2
~ =3 - ! Las i B e LI
A \ } '_.I‘ S ' e \ v ! |

1 3
'i"
T :
h o I : ) B b c
) i ) iva yvaknl bay A1 a1
{ ¥ 3 N [T =i Lt e P '
= larglugat  akhipfnovs i el
1”5} I g gLicta | “ERLRY . Tai Jugat e CY
o [ el ekt UTANS ey ek Al 1 .'f"‘f:."l'!vf’, £
Teug hagae T A NS0T 11 [ § - yang berpsma
CIFARA A TTA Syas RANT «f LRan"Kapada Tergugat;
Mg Al s e I \

@€ usaha secsra maksimal uskbul
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ﬁé#uku&ﬁéh‘ﬁigéi ﬁang@ggat dan Tergugat akan tetapi

[: ]'_ ijﬁk ;,'._'?\"53 e haS -i 1 g T U i S ke i e a4 40 A 50, e e e e .,...,..-..._.. ..;..:.....-m............._.....,.-
Menimbang, bahwa dalam kasimpulannya, Panggugat

Eetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergu-
gat, sedang Tergugat menyatakan tidak rebaratan dicerai
olah Penggugat, karesna Fenggugat Jdalam kaenyataannya
baenar-benar sudah tidak mencintai Tergugat laéi, wan
masalah anak-anak, Tergugat manyerahkan Samuanya éapada
Pernggugat untuk merawa G T o B P s e e i i
Merimbang, bahuwa Panggugat dan Targugat ﬁudah

tidak maengajukan tanggapan lagi dan mohon agar Majelis
Hakim berkenan segers menjatuhkan PDUTLLISENNTA § = e e e m
Menimbang, bahwa unbuk mempearsingkat uraian o b

an ini, maka segala sesuatu yvang berlangsung di peErsidan-
gan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak
tarpisabkan dari putuszan 1 . SIS M

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pahgegu-

gat acalah sebagaimana Lertiral i ataeeesct — o S80S
Menimbang, balwa M ajelis Hakim t&lah P Al mems

A% BB rdaaad an kepada Pengguaat dan Targugal

peibadl , akan Leap. tidak berfiagil @ ZiN

Manimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenulyd
syarat-syarat formal suatby gugatan, sabhingga Majelis

Hakim berpandapat pErlu menpertimbangkan lebih lanjut

-

MENGSNal POKOK . DEFRAPETIY EE o e o s o e

Menimbang, bahwa dugatan Penggugat telah dibacakan

di muka pa - angan dan kemudian Penggugat tetap neEmpe i
tahankannya, tidak mamberikan tambahan atau perubahany~.--
Menimbang, bahwa terhadap* gugatan Penggugat ,

Tergugat telah memberikan Jawaban serta tanggapan, yang
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selengkapnya telah terurai di atas, intinya Tergugat

keberatan b&rcerai;“‘”“"“”““”“““”““”””“”””W”““““““**““*”“

CMenimbanag, bahwa Tergugat mengakui dar  memba-
narkan tentang telah terjadinva pérkawinﬁm s@bagalmana
didalilkan Panggugat, ' hal mana sesual pula dengan bulkti
surat (P.1) rang merupakan akta otentik dengan nilai
pembuktian yvang serourna, sehingga dengan demikian harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antars Penggugat dengan
Tergugat bterikat perkawinan vang salh sejak tanggal 11
September 1995 perkawinan mana hingga kini telah dikaru
niai keturapan 2 OFANG BNAK§= =~ o i o it s s o i o s e
N, Manimbang, ahwa alasan yang mandasari Penggugat
meruntul cerai dengan Tergugat adalah karena dalam rlinah
£angganya ¥ang dibangun bersama Tergugat, sejak 4 bulan
yang lalu - mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran Yang disebabkan karena Tergugat salalu
memalksa kehendaknya untuk tinggal di rumah arang tuanya,
sedang Penggugat di  rumah OFrang tua Tergugat tidak
kerasan karena tidak cocok dengan keluargs Tergugat: ~-

Menimbang, batiwa AGANYR persel isitan dan parfeng-
Karan karena sebab tarsebut., b LapnJOt dan semakin a2
Fing dengan te Jadinya pilzah Campa ba binggal anitars Raatigs
gugat dan Je; g Wa b, yang Hiingga Retkara dizdukan Le
Pengadilan agama Jambiar sudab berjalan tidak kurang dari
1 bulan, Panggugat pErgi WED Lnggalkans bLempat kadiaman
DErsama dengan tanpa pamit Tergugat dan sekarang barada

di Fumat dranyg Lua Pahggugml,"“*“"~W~~mn~ww-

e e s

Mermimbang, bahwa tarhadap alasan perceraian seba- o
gaimana telah didalilkan Penggugal tersebul, Terat
dalam Jawabanmnya mangakui  balbwa ey Langgarya

Falah sering terjadi perselisihan dan parte
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hingga berlanjut keduanys Hldup berpisah. Tergugat juga

membanarkan masalahnya. Hanya saja hal tersebut Targugat
lakukan semata~mata karena ekonomi Tergugat saat ini
sedang tidak stabil. Selanjutnya tentang keinginan Parg-
gugat manceraikarn Tergugat, Tergugat menvatakan keberat
an, demi menjaga kehidupan masa daepan anak-=anak ;s me—m

Menimbang, bahwa Panggugat dalam repliknys hﬁnyaw
takan tetap pada dal it-calil gugatan serta tuntutaﬁﬁya,
demikian juga Tergugat dalam cduplikoya menyatakan tetap
pacda dalif~dalil wantahannya dan keberatan baroeral ;e —mm

Menimbang, bakiwa melihat sifat perselisihan dan

Ny

.yﬁgrfengkaran yvang terjadi anbtara Penggugatlt dan Targugat ,
maka sejalan dengan makaud pasal 7é& ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tabun 1989 Jo. pasal 22 Peraturan Pemerirn-
tah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telakh memarintahkan
kepada Panggugat dan Terdgugat untuk menghadirkan sakei -
saksl yang berasal dari kaluarga dan atau orang-orang
yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar
I sba AR VA g o S R S~ L - e R e L T o T Y

Menimbang, babwa atas per Tabal tersabut Penggugal

darn Tergugat Hasing masing telah menghadi rlkan seotang

Meminbangy “Bahwa dalamn peraidangan sdhsl-saksi

vang dibadivkan olal FPanggugal dan Targugat telah memenu-
hi maksud pasal 171 dan 172 HIR dengan membearilkan kata
i e

Fangan yang saling bersesuvaian saty Sama lain, setidaknya

dapat di teagkan Fakta hukum bahwa sekitar 5 bulan g&mgﬁ- ."

lalu rumal taugga Panggugat dan;.h;*ugnt audah tldﬁk

harmonis dan kcdunnyd Lelah hidup barpisah. Hal Lerag%wt

dikarenakan masalah tampat tinggal = di mara ;ﬁanggggﬁﬁff’-
-

Tidak mau dizjak tinggal di rumah orang tua T@Fﬂﬂﬁﬁﬁ-
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dengan alasan tidak cocok pada keluarga Targugat ;——mwwww—

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim talah
memerintahkan kepada Tergugat agar di luar persidangan
selalu mendekati Fenggugat dalam rangka meluluhkan hati
nya sehingga mau rukun kembali sebagal istari Tergugat,
usaha mana telah pula dilakukannva olah Taergugat @erulang
kali, saksi-saksi vang dihadirkan olel P@ngguga§ cdan
Tergugat di persidangan pun menyatakan talah pernah
barusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berha-
cll;v_mwmm“mmmMM~MWWWW“Ww"wwW"Mm_““mm_“,u“_wmﬂw_nWm-JMme

Menimbang, babwa sa@jalan dengan pasal 76 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Majelis “Hakim Lalah
pula mengangkat. MHakam min Jibkatil Hakim, yang laporannya
telah disampaikan pada  persidangan Langgal 08 Septembsr
2002 sebagaimana terurai di ALAL § = o e e e o e s e

Menimbang, bahwa hal-hal di =ztas e upakan fakta
yang oleh Majelis Hakim diJadikan dasar untuk menilai
serta barkesimnpul an bahwa rumak tangga Panggugat dan
Tergugat telah, ter jadi Pparsalisilan dun per Lenghkar an yang
Barlarut-laritk ser e sul it ynElk. dv=5 bukan Kambali seba-
8ol suanly iSVe; i PL R Langgaiiva s elak Fidak harmonis
dan ‘tidak lagi dilapdasi rasa salivg climta /ol sal ing

memberikan kasih ayang, atau dengan kata lain hat i

masing=masing pihak telak PeCah sebagai akibabk dars ek
adanya tingkah lakuy Tergugat yang =angst dibenci glal 8

Penggugat sabagalmana tarurai o a PG = tmarin v e i s i
Menimbang, bahwa dengan pecalinysa hati Pang:

dan Tergugat mengindikasikan bakws Parnagugat dan Te

kewajiban lubhurnys untuk Mencapali tujuan
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor -
1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta
firman Allah dalam Surat Ar~Rum avat 21, seshingga dengan
demikian perkawinan mereka tidak layak unbtuk tatap dipear-
BRI a1 Sy == rhini e s vl i S e it o 1 e e i e e G T s 5

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuvraikan

terdahulu bahwa Tergugat di muka parsidangan pada awalnya
menyatakan keberatan berceral dengan Penggugat. Tarhadap
kematan Tergugat tersebul, Majelis Hakim dapat memahami

nya. kavena mempertahankan keutuban rumnah tangga adalah

sua b perbuatan luhur dan amat terpuji. akan tetapi dalam

:kényﬂtaannya, Panggugat sudah tidak ingin bersuamikan
Tergugat dan sudah tidak lagi wmenaruh rasa ginta lagil
kepada Tergugat, karena masalah Jemuran pakaian. Berda-
sarkan kanyataan tersabut, Majelis Hakim patut berkeyakin
an pahwa  betapapun  rumah tangga Penggugat dan Targugat
tetsp dipartahankan keutuhannya dalam <uasana kecintaan
serta kasih sayvang yang hanya sepihak, yakni banya Tergu~
gat =ajs yang masib mercintai Fenggugat dan keberatan
barooral, akan kEimkol Jebilh banyak madlarot dari pada

MErfaabn g bagit kedua pihaek Ter bebih Tagh apabild MRes™

ENay O rumo o L abgga Jang wdlidal cedemilian rlipa 1tl Jipakea-
kan @ntul rdkan kemba i sabagal Suami wster i, tentu dapat

dHpaztik-0 hanya sia-sia belaka dan tidak akan menbawa

masl ahat Bagi rumaky tangganya. Padahal menolak kaemadlorot

an wajib didahulukarn dari padsa menar ik kemaslahatban, memee

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Ter

-

menyabakan sudah tidak Keberabasn lagi nuk dicerad

=

Fenggugat , termasulk masalah anak-anak, Tergugat m

kgn semusanya kepada Penggugat untuk mé?awat:}*"*?“:
Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi
2 = - '_‘rl

] i
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ditemukan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian yang
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih
dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersaalkan slapa
vang menjadi penyebab ter jadinya persalisihan dalam rumah
LANEOR BErSaDIIE 5 o i o it i et i o o 104 s o st i s o o s ol 5 it s
Menimbang, bahwa dalamw Yurisprudensi Mqhkamaﬁ
Agung RI nomotr 23?.Kﬂﬂ8/1?38 tanggal 17 Maret 1999
diangkat suatu abstraksi hukum, bahwa sepasang suami
isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah
hidup beipisah, tidak Tagi hidup bersama dalam saby
tampat kediaman bersama dan isters pun tidak " berniat
meneruskan kehidupan berumah tanggs dangan suaminya
Sebagai suami isteri lagi. Hal tersebub dipandang sebagai
suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan
parceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Neomor: 1 bahun 1274 Jo. pasal 19 Peiaturan
Paemerintah Nomor * 2 tahunp LTRSS o el i i il e o e e et = e
Menimbang, bahwa berdas=qackan partimbangan per tin-
Langan  tersebub di afas, hals Fajelis Hakim beisondBpat
halwa  Pe Frfoat gl Fesl by e hamil s kuk H-‘-i.-lﬂ aal il sadall i
LU LAl - @e e ralannga aes Wad,  Fokung. o ngad clangan
i kian gugatan e nggigat patut dikataul kan: - P e e i
Maninbang, bahwa azarkan pazal 89 avat 1)
Undang=-Undang 7 tahun 1989, maka biava parkara dibebankan
ek
I r‘!|»J&ldd r-"ﬁ':r'sgguga i : e L - i e oy, L SN W 0 AT
Mengingat:, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 =arta
segala ketanptuan perundang-undangan y:xg'%@rlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan pankara Lndg---e-sSlS

MENGADILILE

e,

4
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Manjatuhnkan talak satugba’™in daei Tergugal (ALI SOBRI
bin MUJALI) kapads Penggugat (PUJI UTAMI binti P.SURA-

Membabankan biaya perkara ini lkepada Fenggugat yang
nNingga mani dihitung sebesar Rz, 162,000, (saratus
anam pulull dua ribu v Upiah)

5

Camikianlah putusan ini iijatuhkan Ypada hari
@nin, tanggal 08 Saeptenber 2003 M i tepatan dengan
tanggal 11 Rajab 1424 Hijriyah, olsi. kami Drs.M. SYAFI’IE
THOYYIB, SH sebagal Makim Ketua £ ta Drs. ARFAN MUHAM-
MAD, SH. MH. dan SULHAN,SH.MH . ¢ Lig-masing sabagai
ilm Anggobs . putusan

juga diucapkar
Uimum - oleh

cilely MOH. ASIR,

HAKIM ANGGOTA

Tud.

Or

It

- ARFAN MUHAMMAD, SH.MH.

Ttd.

SULHAN, SH . MH

FPANITERA PEN

(R &) & . 007
I | ﬁ,l»-' ! &1
. Jrl \# f‘\{u;
1 ey o 1 ,"—": MO0
I ARTE
im Ll & A Rp. 162.000,

Keterencan .

- 1 unvei Kelgten Wultum teten Tel, 2% =0= 2003
Putusan ini telsh memn e I S e 3 Hukum
Ttd.

Drs . MITHAMAD SCOITKHAN.
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